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RINGKASAN

KONFLIK ANTARA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH/NOTARIS DAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
DALAM PENENTUAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN: TANTANGAN DAN SOLUSI PERBEDAAN NILAI
TRANSAKSI DI KABUPATEN BANJAR

Oleh:

Erwansyah?, Ichsan Anwary?

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 101
halaman

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya konflik antara Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT)/Notaris dengan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset
Daerah (BPKPAD/Bapenda) Kabupaten Banjar dalam proses penentuan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Konflik tersebut terutama muncul akibat
adanya perbedaan penilaian terhadap nilai transaksi tanah dan bangunan yang dijadikan
dasar pengenaan pajak. Dalam praktiknya, PPAT/Notaris cenderung menggunakan nilai
transaksi riil yang disepakati oleh para pihak atau mengacu pada Nilai Jual Objek Pajak
(NJOP), sedangkan pihak Bapenda menggunakan pendekatan harga pasar atau Zona
Nilai Tanah (ZNT) yang dinilai lebih tinggi. Perbedaan ini kemudian menimbulkan
berbagai persoalan hukum, administratif, dan operasional yang berdampak langsung
terhadap kepastian hukum dalam transaksi pertanahan.

BPHTB merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang wajib
dibayarkan sebelum penandatanganan Akta Jual Beli (AJB). Dalam mekanisme
tersebut, PPAT/Notaris memiliki peranan penting karena bertanggung jawab
memastikan bahwa BPHTB telah dilunasi dan tervalidasi sebelum proses peralihan hak
dilakukan. Tanggung jawab ini menempatkan PPAT/Notaris pada posisi yang rentan
terhadap sanksi administratif maupun pidana apabila terjadi kesalahan dalam proses
pembayaran dan validasi pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan
penentuan nilai transaksi antara PPAT/Notaris dan Dispenda/Bapenda dalam pengenaan
BPHTB di Kabupaten Banjar, serta mengkaji implikasi hukum dan kendala operasional
yang dihadapi PPAT/Notaris dalam proses validasi BPHTB akibat perbedaan nilai
transaksi tersebut.

1 NIM: 2320216310028
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Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan
yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Penelitian dilakukan melalui studi lapangan
dengan teknik wawancara semi-terstruktur kepada notaris, pegawai pajak daerah, pihak
Badan Pertanahan Nasional (BPN), pengembang properti, penjual, pembeli, dan ahli
waris. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum primer berupa
peraturan perundang-undangan terkait BPHTB, serta bahan hukum sekunder berupa
buku, jurnal, artikel ilmiah, dan literatur hukum lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang
menyebabkan perbedaan penentuan nilai transaksi BPHTB di Kabupaten Banjar. Faktor
pertama adalah adanya praktik under value, yaitu pelaporan nilai transaksi yang lebih
rendah dari harga pasar sebenarnya oleh wajib pajak dengan tujuan mengurangi beban
pajak. Faktor kedua adalah adanya perbedaan dasar pengenaan pajak antara Nilai
Perolehan Objek Pajak (NPOP), NJOP, dan nilai pasar yang digunakan oleh tim penilai
Bapenda. Faktor ketiga adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai
mekanisme BPHTB serta minimnya transparansi pemerintah daerah terkait penentuan
Zona Nilai Tanah (ZNT). Faktor lainnya adalah sistem validasi BPHTB yang dianggap
lambat dan birokratis sehingga memperpanjang proses transaksi jual beli tanah dan
bangunan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa proses validasi BPHTB seringkali mengalami
hambatan karena adanya penolakan sistem terhadap nilai transaksi yang dianggap
terlalu rendah dibandingkan harga pasar. Akibatnya, wajib pajak diminta melakukan
pembayaran tambahan pajak sebelum AJB dapat ditandatangani. Kondisi ini
menyebabkan keterlambatan transaksi, meningkatnya biaya yang harus ditanggung
masyarakat, serta menimbulkan Kketidakpastian hukum bagi para pihak. Dalam
praktiknya, PPAT/Notaris sering berada pada posisi dilematis karena harus
menyeimbangkan kepentingan klien dengan kewajiban mematuhi ketentuan perpajakan
daerah.

Dari sisi hukum, penelitian ini menjelaskan bahwa kewenangan pemerintah daerah
dalam menetapkan dasar pengenaan BPHTB memiliki landasan hukum yang kuat
berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta berbagai peraturan daerah dan
peraturan bupati yang berlaku di Kabupaten Banjar. Namun demikian, implementasi
regulasi tersebut di lapangan masih menimbulkan disharmonisasi antara kepentingan
optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan prinsip kepastian hukum dan
keadilan bagi wajib pajak.

Dalam perspektif teori hukum, penelitian ini menggunakan teori keadilan Aristoteles,
teori kewenangan, dan teori kepastian hukum Gustav Radbruch sebagai dasar analisis.
Teori keadilan digunakan untuk menilai apakah penetapan BPHTB telah memenuhi
prinsip proporsionalitas dan keseimbangan antara kepentingan pemerintah daerah dan
masyarakat. Teori kewenangan digunakan untuk mengkaji batas kewenangan
PPAT/Notaris dan Bapenda dalam proses validasi BPHTB. Sedangkan teori kepastian
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hukum digunakan untuk menilai pentingnya regulasi yang jelas, konsisten, dan dapat
diprediksi agar tercipta kepastian hukum dalam transaksi pertanahan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik antara PPAT/Notaris dan Bapenda dalam
penentuan BPHTB di Kabupaten Banjar disebabkan oleh perbedaan persepsi mengenai
nilai transaksi yang wajar, lemahnya sinkronisasi regulasi, kurangnya transparansi
penilaian tanah, serta birokrasi validasi yang belum efektif. Konflik tersebut berdampak
pada terhambatnya proses peralihan hak atas tanah dan bangunan, meningkatnya risiko
hukum bagi PPAT/Notaris, serta munculnya ketidakpastian hukum bagi masyarakat.
Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penyederhanaan prosedur validasi
BPHTB, peningkatan koordinasi antara PPAT, Bapenda, dan BPN, serta transparansi
penetapan Zona Nilai Tanah agar tercipta sistem perpajakan daerah yang adil, efektif,
dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.
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KONFLIK ANTARA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH/NOTARIS DAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
DALAM PENENTUAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN: TANTANGAN DAN SOLUSI PERBEDAAN NILAI TRANSAKSI
DI KABUPATEN BANJAR

Oleh :
Erwansyah?, Ichsan Anwary?

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRAK
Kata Kunci : BPHTB, Kabupaten Banjar, Notaris/PPAT, Dispenda

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui konflik antara
ppat/notaris dan dispenda dalam penentuan BPHTB: tantangan dan solusi perbedaan
nilai transaksi di kabupaten banjar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
yuridis empiris dengan menggunakan data primer berupa wawancara kepada notaris dan
pegawai pajak serta data sekunder yang berasal dari jurnal, buku dan berbagai sumber
yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Mekanisme analisis data penelitian ini
akan menekankan pada metode kualitatif dimana peneliti mendeskripsikan atas berbagai
pokok permasalahan yang ada. Oleh karenanya, penelitian ini menekankan pada analisis
terkait dengan permasalahan dengan menguraikan gambaran dari data yang diperoleh
dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa Perbedaan penentuan nilai transaksi Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh PPAT/Notaris dan Dinas Pendapatan
Daerah (Dispenda)/Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banjar disebabkan
oleh beberapa faktor utama, termasuk upaya wajib pajak mencantumkan nilai transaksi
rendah, perbedaan dasar pengenaan pajak (NPOP vs. NJOP), kurangnya pemahaman
wajib pajak, dan perbedaan metode penilaian oleh tim penilai Dispenda yang lebih
komprehensif. Masalah ini diperparah dengan kendala operasional seperti penolakan
validasi oleh sistem Bapenda, ketidaksesuaian data transaksi, serta keharusan PPAT
menyeimbangkan nilai riil dengan regulasi pajak, yang pada akhirnya mengakibatkan
penundaan proses transaksi properti dan berpotensi sanksi hukum bagi PPAT. Perbedaan
penilaian ini menciptakan hambatan birokratis dan risiko hukum bagi PPAT, menjadikan
mereka mediator antara wajib pajak dan pemerintah daerah, dengan ancaman sanksi
administratif dan finansial jika terjadi kesalahan.
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CONFLICT BETWEEN LAND DEED OFFICIAL/NOTARIES AND THE
REGIONAL REVENUE AND ASSET FINANCIAL MANAGEMENT AGENCY
IN DETERMINING LAND AND BUILDING RIGHTS ACQUISITION DUTY:
CHALLENGES AND SOLUTIONS TO DIFFERENCES IN TRANSACTION
VALUES IN BANJAR REGENCY

Oleh :
Erwansyah?, Ichsan Anwary?

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRACT

Keyword: Land Ownership and Property Ownership (BPHTB), Banjar Regency,
Notary/PPAT, Regional Revenue Agency

The objective of this research is to understand the conflict between PPAT/notary and the
Regional Revenue Agency (Dispenda) in determining Land Ownership and Property
Ownership and the Regional Revenue Agency (Dispenda) in determining Land
Ownership and Property Ownership and the challenges and solutions to differences in
transaction values in Banjar Regency. The method used in this research is empirical
juridical, utilizing primary data in the form of interviews with notaries and tax officials,
as well as secondary data from journals, books, and various sources relevant to the
research problem. The data analysis mechanism for this research will emphasize
qualitative methods, where the researcher describes various existing issues. Therefore,
this research emphasizes analysis related to the problem by outlining the data obtained
and connecting them to reach accurate conclusions. The results of this study indicate
that the differences in the determination of transaction values for Land and Building
Acquisition Tax (BPHTB) by PPAT/Notary and the Regional Revenue Service
(Dispenda)/Regional Revenue Agency (Bapenda) of Banjar Regency are caused by
several main factors, including taxpayers' efforts to list low transaction values,
differences in tax bases (NPOP vs. NJOP), lack of taxpayer understanding, and
differences in assessment methods by the more comprehensive Dispenda assessment
team. This problem is exacerbated by operational obstacles such as rejection of
validation by the Bapenda system, discrepancies in transaction data, and the
requirement for PPATs to balance real values with tax regulations, which ultimately
result in delays in the property transaction process and potential legal sanctions for
PPATs. These differences in assessment create bureaucratic obstacles and legal risks for
PPATs, making them mediators between taxpayers and local governments, with the
threat of administrative and financial sanctions if errors occur.
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PERSEMBAHAN
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semesta alam yang telah memberikan Rahmat, taufik, dan hidayahNya kepada
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kepada Nabi dan Rosul Muhammad SAW sebagai contoh tauladan dalam

kehidupan manusia. Karya ilmiah tesis yang sederhana ini telah selesai dan

dipersembahkan bagi orang-orang yang saya cintai dan sayangi:

1.

Ayahanda dan ibunda, Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud
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saya Sanggu dan Jemi’ah, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan
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Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi Ananda untuk menjadi
lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.
Semoga Ayahanda dan Ibunda selalu mendapatkan lindunganNya,
Dihaturkan sembah sujud untuk Ayah dan lbu berdua;

Kakak-Adik, atas bantuan, dorongan, motivasi dan semangatnya selama
ini agar dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Doa kalian sangat
dibutuhkan, semoga segala hal baik selalu menyertai;

Dosen pembimbing dan Penguji Tesis, Bapak Dr. H. Ichsan Anwary, S.H.,
M.H., Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Saprudin,
S.H. LL.M., atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat
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